
 

 

 

 

 

BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 74 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN 

PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUNGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi Administratif dan Pengurangan atau 

Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah belum memuat 

pengaturan mengenai pembagian kewenangan 

pemberian pengurangan atau pembatalan ketetapan 

pajak; 

  b. bahwa penggunaan nomenklatur dinas dalam 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan 

Ketetapan Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini 

sehingga perlu dilakukan perubahan; 

 

SALINAN 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan 

Ketetapan Pajak Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah 

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan 

Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulungan Nomor 32); 

  6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi Administratif dan Pengurangan atau 

Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 21; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG 

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN 

KETETAPAN PAJAK DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau 

Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 21), diubah 

sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom 

Kabupaten Bulungan. 

3.  Bupati adalah Bupati Bulungan. 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 

disebut Bapenda adalah perangkat Daerah yang 

mempunyai tugas dan fungsi pemungutan, 

penagihan dan pengawasan pajak Daerah dan 

retribusi Daerah. 

5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7.  Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut 

Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah. 

8.  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 

selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 

digunakan untuk memberitahukan besarnya 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
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Perkotaan yang terutang kepada WP. 

9.  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang 

selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang 

oleh WP digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek 

Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau 

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak 

yang terutang. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya 

sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang 

masih harus dibayar. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah Pajak yang telah 

ditetapkan. 

13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 

tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang 

selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok 

sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau 

Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan jumlah 
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kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah 

kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang. 

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara (BUMN) atau badan usaha milik 

daerah (BUMD) denga nama dan bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk 

kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap. 

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan professional berdasarkan suatu standar 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Pemberian pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

ditetapkan oleh Kepala Bapenda. 

(2) Pemberian pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) diatas Rp50.000.000,00 
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(limapuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati. 

 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Bupati atau Kepala Bapenda atas permohonan 

WP dapat melakukan pengurangan atau 

pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum 

dalam SPPT, SPTPD, SKPD,SKPDKB, SKPDKBT 

atau STPD, SKPDN atau SKPDLB. 

(2) Dasar pengurangan atau pembatalan ketetapan 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a.  dalam penerbitannya terdapat kesalahan 

tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 

kekeliruan penerapan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah; 

b.  pertimbangan kemampuan membayar WP, 

kondisi tertentu objek Pajak antara lain, 

lahan pertanian yang sangat terbatas, 

bangunan ditempati sendiri yang dikuasai 

atau dimiliki oleh golongan WP tertentu atau 

keadaan darurat antara lain bencana alam, 

bencana non alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; atau 

c.  bukan merupakan objek, subjek dan/atau 

WP dari 11 (sebelas) jenis Pajak yang ada. 

 

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8A 

(1)  Pemberian pengurangan atau pembatalan 

ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala 
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Bapenda. 

(2)  Pemberian pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) di atas Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati. 

 

5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 12A 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 

nomenklatur Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan 

Ketetapan Pajak Daerah dibaca dan dimaknai 

Bapenda. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bulungan. 

 

 

       Ditetapkan di Tanjung Selor 

       pada tanggal 2 November 2022 

 

 BUPATI BULUNGAN, 

  

ttd 

 

 SYARWANI 

 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 2 November 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

  

ttd 

 

 RISDIANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 74 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. Kepala Bagian Hukum, 

 
 
 
 

HAMRAN, SH 
Pembina  IV/a 

NIP. 197011302002121004 
 


